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PENUTUP

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan mengenai pekerjaan teller pada suatu bank dan
bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja outsourcing,

khususnya feller, yhng ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di

Tiro Yogyakarta, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Pekerjaan feller pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di Tiro
Yogyakarta bukanlah termasuk pekerjaan core business. Pekerjaan teller
sebagian besar dapat digantikan oleh mesin ATM (dutomatic Teller
Machine) atau delivery channel yang lain, sehingga pekerjaan feller dapat
di-ousourcing ke perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh, dalam hal ini
perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh adalah PT. Prima Karya Sarana
Sejahtera (PT. PKSS).

2. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja outsourcing, khususnya
teller, yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di Tiro
Yogyakarta yang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : gaji/ upah, waktu kerja, cuti,
dan jamsostek. Perlindungan yang tidak sesuai dengan Undang- Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mangenai

perpanjangan kontrak kerja.
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B. SARAN

| Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas, penulis akan mencoba

memberikan saran yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi

pemerintah dan perusahaan baik #ser maupun outsourcer. Saran yang diberikan

sebagai berikut :

1. Pemerintah harus memberikan konsep yang jelas mengenai pekerjaan utama
(core business) ddn pekerjaan penunjang (non core business) yang
disesuaikan dengan dunia usaha sekarang ini.

2. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di Tiro Yogyakarta sebagai pengguna

jasa pekerja (user) harus membcrikan kesempatan utama kepada pekerja
outsourcing yang memenuhi syarat untuk mengikuti test penerimaan atau
diusulkan menjadi pekerja tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Di

Tiro Yogyakarta.

3. PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PT. PKSS) harus mendaftarkan
perjanjian outsourcing ke instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dan memperbaiki sistem perpanjangan kontrak pekerja

outsourcing, khususnya teller.
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